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ABSTRAK 

Hospital Bylaws, di dalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban serta 
kewenangan para pihak yang terlibat di dalam rumah sakit termasuk pula 
tanggungjawab dari masing-masing pihak tersebut. Namun pada kenyataannya, 
Hospital Bylaws ini hanya mengikat bagi tenaga medis saja. Sedangkan bagi 
pasien yang merasa dirugikan dalam pelayanan medis di rumah sakit tetap saja 
tidak tahu kepada siapa ia harus meminta pertanggungjawaban hukum. Kerugian 
yang biasanya diderita oleh pasien ini, berupa luka/cacat bahkan meninggal 
dunia. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian tesis ini dirumuskan 
beberapa perumusan masalah, yaitu “Apakah yang dimaksud dengan Peraturan 
Internal Rumah Sakit?” dan “Apakah yang dimaksud dengan asas kepastian 
hukum?” serta “Apakah penerapan Peraturan Internal Rumah Sakit 
menyebabkan dilanggarnya asas kepastian hukum?”. Penelitian tesis ini 
bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai Peraturan Internal Rumah 
Sakit, dan mengenai asas kepastian hukum, serta mengenai hubungan antara 
penerapan Peraturan Internal Rumah Sakit dan asas kepastian hukum. 
Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis 
normatif dengan cara berpikir deduktif dan spesifikasi penelitian deskriptif 
analitis, serta metode analisis data kualitatif normatif yang dilakukan melalui 
pengujian (verification) secara deduktif-argumentatif terhadap data sekunder 
yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-
undangan yang berkaitan, dan bahan hukum sekunder yang berupa artikel-artikel 
dan buku-buku serta makalah-makalah dan tulisan ilmiah lainnya, serta bahan 
hukum tertier yang berupa kamus hukum. 

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) pada hakekatnya adalah 
seperangkat peraturan yang dibuat oleh rumah sakit (secara sepihak) dan berisi 
mengenai pengaturan tentang hubungan antara staf medis, eksekutif dan 
pemilik. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) ini memiliki beberapa 
fungsi yang utama, yaitu sebagai berikut: Pertama, sebagai pedoman bagi 
semua yang bekerja di rumah sakit; Kedua, sebagai prasyarat akreditasi institusi 
rumah sakit; Ketiga, sebagai sarana perlindungan hukum bagi semua pihak 
dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit dan merupakan acuan bagi 
penyelesaian sengketa, baik di dalam atau di luar pengadilan.  

Hukum dalam penyelenggaraan dan pengembanannya harus diarahkan 
dalam rangka menjamin terselenggaranya zona "prediktabilitas" dan "stabilitas" 
dalam yurisdiksinya yang harus pula menampilkan karakter yang "definitif" (pasti) 
di tiap-tiap level pengembanannya (menjawab masalah-masalah yuridis), yang 
disebut pula dengan terminologi Kepastian Hukum. Kepastian Hukum sebagai 
sebuah asas hukum ini bertumpu pada dua unsur utama, yaitu: Pertama, 
kepastian dalam orientasi bagi masyarakat (Orientierungssicherheif), yang 
didasarkan pada Asas Certitudo. Kedua, Kepastian dalam penerapan hukum 
oleh penegak hukum (Realisierungssicherheit) yang didasarkan pada Asas 
Securitas. 

Berdasarakan analisis hubungan antara penerapan Hospital Bylaws di 
rumah sakit dan Asas Kepastian Hukum, maka dapat ditarik kesimpulan, yakni 
jika Hospital Bylaws yang diterapkan dan digunakan di rumah sakit tersebut 
sesuai dan mengacu pada regulasi yang ada dan berlaku, maka menyebabkan 
dilanggarnya asas kepastian hukum. Hal ini dikarenakan Hospital Bylaws 
sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, secara 
substansial adalah melanggar unsur-unsur material dari kepastian hukum, yakni 
unsur bahwa hukum mesti didasarkan pada fakta (Tatsachen) dan unsur norma-
norma yang jelas menetapkan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang.  
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ABSTRACT 

Hospital Bylaws, it’s regarding to arrange the rights and obligations and 
also the aurthority of parties who is concerned in hospital, including the 
responsibility of each party. But practically, this Hospital Bylaws just tied to 
medical staff. While to patient who feel getting disadvantage in medical service at 
hospital, do not know to whom they have to ask for law responsibility. 
Disadvantageous which is usually suffered by patient, in the form of hurt / defect 
even pass away. Pursuant to the description, hence in research of this thesis is 
formulated by some formulation of problem, that is "What is the meaning of 
Hospital Internal Regulation?" and " What is the meaning of law ground 
principle?" and also " Is it the applying of Hospital Internal Regulation cause 
collide with law ground principle?". The aim of this thesis research is to get 
picture of concerning hospital internal regulation and law ground principle, and 
also concerning the relation between applying of hospital Internal Regulation and 
law ground principle. This Thesis research use juridical normative approach 
methode by thinking deductive and specification of analytical descriptive 
research, and also analyse data qualitative normatif methode which is through 
examination by deduktive-argumentative to sekunder data steming from primary 
law materials in the form of interconnected law and regulation, and secondary law 
materials which in the form of books and articles along with handing out and 
other erudite article, and also tertier law materials which in the form of legal 
dictionary.  

Internal Regulation of Hospital (Hospital Bylaws) intrinsically is a set of 
regulation made by hospital (unilaterally) and contains the arrangement about 
relation between medical staff, owner and executive.The Hospital Internal 
Regulation (Hospital Bylaws) have some prima facie function, as follows is: First, 
as guidance for all laboring at hospital; second, as prerequisite accredit hospital 
institution; Third, as law protection means for all party in hospital health service 
and represent reference to solving of dispute, either in or out jurisdiction. 

Law in management and perform have to be instructed in order to well-
held guarantee of zona "predictibility" and "stability" in its jurisdiction which must 
present the "definitive" character (certainty) in every its level (replying the 
problem of yuridis), also called with terminology of law ground.  

The Law ground as a principle of justice convergent at two especial 
elements, that is: first, certainty in orientation to society (Orientierungssicherheif), 
relied on Certitudo Ground. Second, Certainty in applying law by law enforcer 
(relied on Realisierungssicherheit) basis on Securitas ground. 
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